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ABSTRAK - Pembangunan infra strukturm menara telekomunikasi di  Kabupaten Purwakarta
menunjukkan peningkatan ~ sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa
telekomunikasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan
pembangunan menara  telekomunikasi  agar  keberadaannya tidak  mengganggu
kepentingan umum sekaligus merupakan potensi daerah yang harus dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 110 ayat (1) huruf n, Pasal 124 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas penggunaan ruang
untuk pembangunan menara telekomunikasi Pemerintah Daerah dapat menetapkan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1981; UU No 36 Tahun
1999; UU Normor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009;
UU Nomor 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 52
Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005;
PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006;
PERVENDAGRI No 54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 53 Tahun 2011
PERMENKOMINFO No 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; PERDA
KAB.PURWAKARTA No.6 Tahun 2000; PERDA KAB.PURWAKARTA No.3 Tahun 2005;
PERDA KAB.PURWAKARTA No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.PURWAKARTA No 10
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KAB.PURWAKARTA No 1
Tahun 2013; PERDA KAB.PURWAKARTA No.7 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terkait Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara
Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Retribusi, Masa
Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tempat,
Angsuran Dan Tata Cara Pembayaran Retribusi, Sanksi Administratif, Tata Cara
Penagihan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang
Retribusi Yang Kedaluwarsa, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Pengawasan Dan
Penertiban, Ketentuan Penyidikan, Serta Ketentuan Pidana.

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan : 16 Januari 2014.



